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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 593 TAHUN 2023
TENTANG
PENGGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MIROTO KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan
Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Surat panitia Pemilihan Kecamatan
Semarang Tengah Kota Semarang Nomor 075/PP.05.1-
SD/3374.01/2023 Hal Permohonan Penggantian Sekretariat
PPS Tanggal 10 Oktober 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang
Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota

Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Menetapkan

KESATU

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan
Adhoc Penyelenggara Pemillhan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MIROTO KECAMATAN
SEMARANG TENGAH KOTA SEMARANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Menetapkan dan Mengangkat:

No Nama Jemg Alamat
Kelamin
1. | Rizky Yuni | Laki- Kp. Sawah Besar V
Andriyanto Laki RT.006/RW.003,
Kaligawe, Gayamsari,
Semarang




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan
Miroto Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024, Jabatan Staf Sekretariat
Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan
Pemilihan.

Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebanan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung
sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4
April 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

\‘Riza Setiawan

/K&E@b Bagian Hukum dan SDM,



